
 

 

 

 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 34 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KLATEN  

TAHUN 2016-2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  KLATEN, 

 

Menimbang : a.  bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, maka perlu 

Indikator Kinerja Utama; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021; 

   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem 

perencanaan Pembangunan Nasional; 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Renana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 



Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk 

Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Klaten Tahun 2011-2031; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomr 5 Tahun 

2016  tentang Rencana pembangunan Jagka Menengah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 

KINERJA UTAMA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Perencanaan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Klaten. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 

2016 sampai dengan Tahun 2021. 

5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran 

keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 



6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan 

Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 

(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

BAB II 

PENETAPAN IKU PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

Penetapan IKU Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 merupakan 

penekanan pelaksanaan RPJMD yang memuat sasaran strategis, indikator 

kinerja dan penjelasan mengenai formulasi pengukuran, tipe penghitungan 

dan sumber data.  

Pasal 3  

Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, terutama dalam rangka 

mensinkronisasikan dan mengintegrasikan sasaran strategis antara IKU 

pembangunan nasional dengan IKU pembangunan daerah. 

 

Pasal 4 

Indikator Kinerja Utama Bupati digunakan untuk : 

a. Perencanaan jangka menengah; 

b. Perencanaan tahunan; 

c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja; 

d. Pelaporan akuntabilitas kinerja; 

e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;  

f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

 



BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

target pencapaian IKU. 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan IKU sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal di undangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

  

 

                                    Ditetapkan di Klaten 

          pada tanggal 21 Oktober 2016 

 

           BUPATI KLATEN, 

                                               Cap 

                                                       ttd 

                                              SRI HARTINI 

 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal  21 Oktober 2016              

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap 

         ttd 

JAKA SAWALDI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 30 

 

 


